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A. Pengertian Implementasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan 

atau penerapan
1
. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai 

sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun 

sebelumnya. Dalam hal ini bisa diartikan jika implementasi dilaksanakan setelah perencanaan 

yang matang sudah dibuat secara tetap dan tidak ada perubahan di dalamnya. 

Menurut Pressman dan Wildavsky yang mendefinisikan implementasi adalah tindakan 

untuk melaksanakan, memenuhi dan menyelesaikan sebuah kewajiban maupun kebiijakan 

yang sudah dirancang.
2
 

Dalam konteks politik, Hanifah Harsono juga memberikan pengertian yang hampir 

serupa. Menurutnya, implementasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menjalankan 

kebijakan menjadi sebuah tindakan nyata, yakni dari kebijakan politik kemudian menjadi 

dalam bentuk administratif. Kebijakan itu dikembangkan dengan tujuan untuk 

menyempurnakan sebuah program yang sudah diciptakan. 
3
 

Pengertian implementasi dalam konteks politik juga diungkapkan oleh Solichin Abdul 

Wahab. Ia menekankan bahwa implementasi adalah segala tindakan, baik dilakukan oleh 

individu, kelompok pemerintah, pejabat maupun swasta yang dilaksanakan guna mencapai 

tujuan yang diinginkan dalam menyusun sebuah kebijakan.
4
 

Masih dalam konteks kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pihak berwenang 

seperti pejabat, Prof. H. Tachjan memberikan definisi yang lebih spesifik terhadap istilah ini. 

Menurut Guru Besar Universitas Padjajaran pada tahun 2006 lalu itu, implementasi adalah 

sebuah proses dari kegiatan administrasi yang mana dilakukan setelah sebuah kebijakan 

tertentu dibuat ataupun disetujui. 

Arti implementasi yang serupa juga diterapkan dalam bidang hukum. Dua tokoh yang 

ahli dalam bidang ini, Mazamanian dan Sabatier mendefinisikan arti implementasi sebagai 
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pelaksanaan dari sebuah kebijakan dasar dari hukum yang juga bisa diterapkan dalam 

pemerintahan maupun dalam hal putusan pengadilan. Pelaksanaan dalam konteks ini, 

maksudnya dalam bidang hukum, bukan terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Ada proses 

yang harus dijalankan sebelum implementasi dalam konteks ini benar-benar akan dijalankan. 

Tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti tahap mengesahkan undang-undang, kemudian 

dilanjutkan dengan adanya ouput. Output ini berupa pelaksanaan atas keputusan maupun 

kebijakan yang sudah ditentukan.
5
 

Kemudian Harsono (2006) menjelaskan pula bahwa maksud dari penerapan ini adalah 

sebuah kebijakan yang harus bertransformasi menjadi tindakan dalam pelaksanaannya. 

Kebijakan tersebut harus dilakukan agar dapat menyempurnakan suatu program yang telah 

ditetapkan. 

Selanjutnya, Sabatier dan Mazmanian bahwa aspek penerapan yang dimaksud 

merupakan pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Pelaksanaan tersebut dapat berupa perintah 

atau pun sebuah keputusan. Kemudian pada pendapat lain mereka juga mengatakan bahwa 

Implementasi adalah sebuah fenomena yang terjadi setelah adanya kebijakan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Degan kata lain, kebijakan harus terlebih dahulu ditetapkan, baru 

kemudian timbulnya penerapan. 

Senada dengan pendapat di atas, Prof. Tachjan (2006) juga mengatakan bahwa sebuah 

penerapan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah adanya kebijakan. Abdul Wahab 

(1997) menegaskan pula bahwa kegiatan tersebut dapat saja dilakukan oleh pemerintah, 

perorangan, secara kelompok, maupun pihak-pihak lainnya. Adapun tujuan dari penerapan 

tersebut ialah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kemudian arti Implementasi  juga coba disampaikan oleh Friedrich. Beliau menjelaskan 

bahwa Im plementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu. Biasanya tujuan-tujuan tersebut dapat diusulkan secara individu, kelompok, maupun 

oleh pemerintah terkait suatu persoalan. Sama dengan pendapat Friedich Meter dan V. Horn 

juga mengatakan bahwa tindakannya yang dilakukan tersebut memiliki tujuan yang sesuai 

dengan suatu kebijakan atau keputusan. 

 

B. Akad Mudharabah 

1.  Pengertian Mudharabah 
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Kata mudharabah
6
 berasal dari kata dharb ( ضرب ) yang berarti memukul atau 

berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
7
 Suatu kontrak disebut mudharabah, karena 

pekerja (mudharib) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. 

Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga dharb fil Ardhi (ض رَأ  .( ضرب فِي الْأ

Secara terminologis, ulama fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang 

mudharabah. Diantaranya sebagai berikut: 

Ulama Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa mudharabah merupakan akad 

perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu 

pihak dan pekerjaan dari pihak lain.
8
 

Ulama Mazhab Maliki menerangkan bahwa mudharabah atau qiradh menurut syara 

ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk 

meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang 

sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada 

pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.
9
 

Ulama Mazhab Hambali menjelaskan bahwa mudharabah atau kerjasama perniagaan 

adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari 

hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari 

keuntungannya.
10

 

Ulama Mazhab Syafi‟i menerangkan bahwa mudharabah atau qiradh ialah suatu 

perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang 

lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh 

keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.
11

 

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul “Fiqh al Sunnah”, menjelaskan 

bahwa mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu 
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pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan 

keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.
12

 

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul “Fiqh „ala Madzahib 

al-Arba‟ah”, menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisi 

kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan 

keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu dengan 

kesepakatan yang sudah disetujui bersama.
13

 

Istilah mudharabah  merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank 

Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “qiradh” atau “muqaradah”
14

. 

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian 

memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya 

dalam menjalankan usaha. 

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama 

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola,. Seandainya kerugian itu diakibatkan 

karenakecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab 

atas kerugian tersebut
15

.  

Mudharabah ini hukumnya boleh dengan mengambil dasar: “Dan mereka berpergian 

dimuka bumi mencari karunia AllahSWT”. (Al Muzammil-20). Dalam ayat tersebut terdapat 

kata yadribun yang asal katanya sama dengan mudharabah, yakni dharaba yang berarti 

mencari pekerjaan atau menjalankan usaha. 

Dalam hadits dari Shalih bin Shuhaib, r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Tiga 

hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan 

bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majjah)
16
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Perkataan mudharabah adalah diambil daripada perkataan “darb“ (usaha) diatas 

bumi”. Dinamakan demikian karena mudharib (pengguna modal orang lain) berhak untuk 

bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia 

juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang 

madinah memanggil kontrak jenis ini sebagai “muqaradah” dimana perkataan ini diambil 

dari perkataan “qard” berarti “menyerahkan” Dalam hal ini pemilik modal akan 

menyerahkan hak atas modalnya kepada amil (pengguna modal).  

Mudharabah disebut juga qiradh yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, pemilik 

uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk 

diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari 

keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad qiradh ini
17

. 

Menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai 

berikut : 

1. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling 

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk 

diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti 

setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 

2. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad 

yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain 

dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah ialah : “akad syirkah 

dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa” 

3. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “akad perwakilan, dimana pemilik 

harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan 

pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)” 

4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “ibarat pemilik harta 

menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan 

bagian dari keuntungan yang diketahui”. 

5. Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “akad yang menentukan 

seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”. 

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, dapat 

dipahami bahwa mudharabah atau qiradh ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan 
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pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai 

jumlah kesepakatan.
18

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan dijelaskan karakteristik 

mudharabah adalah sebagai berikut : 

1. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan 

mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. 

2. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, 

kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana 

(mudharib) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. 

3. Mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu mudharabah muthlaqoh (investasi tidak 

terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat)  

4. Mudharabah muthlaqoh adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan 

kebebasan kepada pengelola dana (mudharib) dalam pengelolaan investasinya. 

5. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan 

batasan kepada pengelola dan (mudharib) mengenai tempat, cara, dan obyek 

investasi. Sebagai contoh, pengelola dana  (mudharib) dapat diperintahkan, yakni : 

a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya. 

b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa 

penjamin, atau tanpa jaminan. 

c. Mengharuskan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan investasi sendiri 

tanpa melalui pihak ketiga. 

d.  BMT dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana 

(mudharib).  

Mudharabah dibagi dua yakni mudharabah muqayyadah dan mudharabah 

muthlaqah. Dalam mudharabah muqayyadah disajikan dalam laporan perubahan investasi 

terikat sebagai investasi terikat dari nasabah. Sedangkan dalam mudharabah muthlaqah 

disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.
19

 

Menurut The New Encyclopedia of Islam: Mudarabah is a business partnership 

where one partner puts up the capital and the other puts up the labour.
20
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19 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah, (Jakarta: PT Grasindo, 
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Beberapa ulama memberikan pengertian mudharabah atau qiradh sebagai berikut:
21

 

a. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling 

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk 

diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau 

sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 

b.  Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah “akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik 

harta dan pihak lain pemilik jasa”. 

c.  Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: “akad perwakilan, di mana pemilik 

harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran 

yang ditentukan (mas dan perak)”. 

d.  Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah adalah: “ibarat pemilik harta 

menyerahakan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian 

dari keuntungan yang diketahui”. 

e.  Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: “akad yang menentukan 

seseorang menyerahakan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan”. 

f.   Syaikh Syihab al-din al-qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah ialah: 

“seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarhakan dan keuntungan bersama-

sama”. 

g. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa 

mudharabah ialah: “Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalmnya 

diterima penggantian”. 

h. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah “akad antara dua belah pihak untuk salah 

satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan 

dibagi dua sesuai dengan perjanjian”. 

i.  Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah “akad keuangan untuk dikelola 

dikerjakan dengan perdagangan”. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mudharabah adalah 

akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah  pemilik modal 

(shahibul maal), sedangkan  pihak lainnya menjadi  pengelola modal (mudharib), dengan 

syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai 

dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan 

ditanggung shahibul maal. 
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Menurut Ulama Fiqih kerjasama “mudharabah” (perniagaan) sering juga disebut 

dengan “qiradh”.
22

 Dalam Fiqhus Sunnah juga disebutkan bahwa mudharabah bisa 

dinamakan dengan qiradh yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong 

sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.
23

  

Mudharabah menurut pengertian etimologi (bahasa) ialah suatu pernyataan yang 

mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar 

modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai 

perjanjiannya, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
24

Qiradh ialah perakadan atas 

harta benda yang diberikan kepada orang lain guna diperdagangkan serta laba untuk kedua 

belah pihak.
25

Sedangkan qardh ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat 

harus dikembalikan lagi semisalnya (bukan barang tersebut).
26

 Karena mudharabah adalah 

pemberian modal niaga dari shahibul maal kepada mudharib, maka para ulama menyamakan 

mudharabah dengan qiradh. Perkataan „mudharabah‟ berasal dari „adl-dlarbu fil ardl‟ 

(berjalan di muka bumi) yaitu perjalanan untuk berdagang.
27

 

 Adapun menurut para ahli fiqih mudharabah ialah akad perjanjian kerjasama antara 

dua orang dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia miliki kepada pihak lain agar 

meniagakan nya dengan mendapatkan sebagian keuntungan yang ditentukan seperti separo 

atau sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat yang ditentukan.
28

 

Institut of Policy Studies memberikan pengertian tentang mudharabah yaitu: 

Mudaraba refers basically to a partnership between two parties: a Mudarab, meaning a 

professional or and expert; and saver or owner of money. The saver invests money while the 

expert contributes his entrepreneurial skill. Profit-accruing from the undertaking is shared 

equally between the two partners, but the loss, if any, must be borne by the saver alone who 

has the capacity to absorb it.
29

 

                                                             
22 Abdul Rahman Al Jaziri, Kitabul Fiqh ‘alal Madzahibil Arba’ah, (Beirut: Daarul Kutub Al „Ilmiah, 

t.th), 34. 
23 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Riyadh: Daarul Muayyad, 1997), 220. 
24 Abdul Rahman Al Jaziri, Loc. Cit, 315. 
25  Moh. Anwar, Fiqh Islam, Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah (1988), 63. 
26 Ibid., 52. 
27 Hamzah  Ya‟qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonom, 

(Bandung: CV Diponegoro, 1984), 264. 
28 Abdul Rahman Al Jaziri, Loc. Cit., 65. 
29 Institut of Policy Studies, Elimination of Riba, (Institut of Policy Studies, 1994), 218. 



 

 

Sedangkan The New Encyclopedia of Islam Memberikan pengertian: Mudarabah is a 

business partnership where one partner puts up the capital and the other the labor : a 

sleeping partnership.
30

 

  Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam teknis perbankan, 

mudharabah adalah akad kerjasama antara bank yang menyediakan modal dan mudharib 

(nasabah) yang memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha yang produktif dan halal. Hasil 

keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang 

disepakati. Jika terjadi kerugian, akan ditanggung oleh shohibul mal sesuai proporsi modal 

yang di-mudharab-kan.
31

 

Dalam bahasa hukum, mudharabah berarti suatu kontrak kerjasama, yang salah satu 

pihak (pemilik) berhak mendapatkan bagian keuntungan, karena sebagai pemilik barang 

(rabbimal) dan mitra lainnya (dharib/ pengelola) berhak memperoleh bagian keuntungan atas 

pekerjaannya sendiri.
32

 

Mudharabah disebut juga dengan qiradl dan muqaradhah. Untuk memahami lebih 

jelas lagi mengenai pembiayaan mudharabah maka akan diuraikan mengenai ketentuan-

ketentuan tentang pembiayaan mudharabah. Ketentuan mengenai pembiayaan dalam 

mudharabah adalah:   

a.. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada 

pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.  

b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahib al-mal (pemilik dana) membiayai 100% 

kebutuhan suatu usaha; sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib 

atau pengelola usaha.  

c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan 

ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). 

d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama 

sesuai dengan syari‟ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau 

usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 
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e. Jumlah dana pembiayaan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan 

piutang. 

f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabat 

kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi 

perjanjian.  

g. Dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan namun agar mudharib tidak 

melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak 

ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan 

diatur oleh LKS. 

i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 

j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melanggar 

terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah 

dikeluarkan.
33

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa mudharabah 

adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan 

mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha 

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan 

kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu 

bukan akibat kelalaian pengelola usaha.  

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, 

ketika itu Nabi melakukan akad mudharabah dengan khadijah
34

. Dengan demikian, ditinjau 

dari segi hukum Islam, praktek mudharabah dibolehkan, baik menurut Al-Qur‟an, sunnah 

maupun ijma‟.  

 

1.  Dasar Hukum Mudharabah  

Secara umum, dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk 

melakukan usaha. Hal ini tampak pada dasar hukum mudaharabah sebagai berikut: 

a. Al-Qur'an  

                                                             
33 Jaih Mubarok, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 

2004), 73-74. Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan 

mudharabah (qiradh). 
34 0Dalam praktik mudharabah antara Nabi dan khadijah, saat itu khadijah mempercayakan barang 

dagangannya untuk dijual oleh Nabi. Dalam  kasus ini, khadijah berperan sebagai shaḥibul maal, sedangkan 

Nabi berperan sebagai mudharib. 



 

 

ُ يُ قَدِّرُ اللهيْلَ وَالن ههَارَ ۚ عَلِمَ  إِنه ربَهكَ يَ عْلَمُ أنَهكَ تَ قُومُ أدَْنَى  مِنْ ثُ لثَُيِ الله يْلِ وَنِصْفَوُ وَثُ لثَُوُ وَطاَئفَِةٌ مِنَ الهذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّه
ۙ   وَآخَرُونَ يَ ضْربِوُنَ فِ  رَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أنَْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىى   أنَْ لَنْ تُُْصُوهُ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاق ْرءَُوا مَا تَ يَسه
رَ مِنْوُ ۚ وَأقَِيمُوا الصهلََةَ وَآتُوا الزهكَاةَ  رَءُوا مَا تَ يَسه تَ غُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ   وَآخَرُونَ يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاق ْ الَْْرْضِ يَ ب ْ

راً وَأعَْظَمَ أَجْراً ۚ وَاسْتَ غْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنه  وَأقَْرِضُوا اللَّهَ قَ رْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُ قَدِّمُوا لِْنَْ فُسِكُمْ مِ نْ خَيٍْْ تََِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ىُوَ خَي ْ
  اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) 

kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) 

segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan 

siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-

waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah 

(bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang 

sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan 

orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) 

dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada 

Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya 

kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang 

paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al-Muzzamil:20)
35

 

 
 yang menjadi wajhud-dilalah ( لدلالها جهو  ) atau argumen dari surah al-muzammil: 20 

adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti 

melakukan suatu perjalanan usaha.  

. ََ للَّهَ كَثِيْاً لهعَلهكُمْ تُ فْلِحُونٱ ذكُْرُوا  ٱللَّهِ وَ ٱمِن فَضْلِ  بْ تَ غُوا  ٱرْضِ وَ لَْْ ٱفِِ  نتَشِرُوا  ٱةُ فَ لصهلَوى ٱفَإِذَا قُضِيَتِ     

 “Apabila telah ditunaikan shalat maka tebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah 

karunia Allah SWT.” (QS. Al-Jumu‟ah: 10) 
36

 

 ... تَ غُوا  ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَ   فَضْلًَ مِّن رهبِّكُمْ  احٌ أَن تَ ب ْ  

Artinya: “Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia tuhanmu…” (Al-

Baqarah: 198) 
37

 

  Surah al-Jumuah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin 

untuk melakukan upaya perjalanan usaha.
38

Akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam 

karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam 

                                                             
35 Suryono,dkk, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 575. 
36 Ibid, 553. 

37 Ibid, 31. 
38 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 
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memutarkan uang (usaha/dagang). Mudharib sebagai enterpreneuer adalah sebagian dari 

orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan rida Allah.  

تَ غُوا فَضْلًَ مِنْ ربَِّكُ  وَاذكُْرُوهُ كَمَا ىَدَاكُمْ وَإِنْ   فإَِذَا أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فَاذكُْرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْْرَاَمِ ۖ مْ ۚليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ ب ْ
تُمْ مِنْ قَ بْلِوِ لَمِنَ الضهالِّيَ   كُن ْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari 

Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di 

Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-

Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang 

yang sesat. (QS. Al Baqarah: 198)”. 

 Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan 

dana ke mitra usahanya secara mudharabah, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa 

mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang 

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat 

tersebut ke Rasulullah saw. dan Rasul pun memperkenalkannya.
39

 

 

b. Al-Hadits 

Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam 

investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa 

melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib 

melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-

syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah saw. lalu Rasul 

membenarkannya”(HR ath_Thabrani).  

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin 

Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, 

dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya 

terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan 

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu 

Majah no. 2280, kitab at-tijarah) Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek 

karjasama mudharabah di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau 

kemanfaatan di dalamnya. 
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika 

memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak 

di bawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika 

menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung-jawab atas dana 

tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah saw. 

pun memperbolehkannya.” (H.R.Thabrani). 

c. Ijma 

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan harta kepada seseorang harta anak 

yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu 

dipandang sebagai ijma.
40

 

Imam Zailai, dalam kitabnya Nasbu ar Rayah (4/13), telah menyatakan bahwa para 

sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. 

Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam 

kitab Al Amwal (454).
41

 

“Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli 

secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung, bukan 

untuk di jual” (HR. Ibnu Majah)
42

 

Imam Zailai, dalam kitabnya Nasbu ar Rayah (4/13), telah menyatakan bahwa para 

sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. 

Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam 

kitab Al Amwal (454).
43

 

Transaksi mudharabah diqiyaskan dengan transaksi musaqah (mengambil upah untuk 

menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang 

kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak 

berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi 

mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah 

ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.
44
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43 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institute, 

1999), 135-137. 
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3. Rukun dan Syarat Mudharabah  

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka 

kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya 

ketentuan yang berlaku diharapakan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang 

menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam 

hal ini ketentuan-ketentuan tersebut dibahas dalam rukun
45

 dan syarat
46

 mudharabah. Adapun 

rukun dan syarat mudharabah adalah sebagai berikut: 

a. Rukun Mudharabah.  

Dalam arti bahasa, kata rukun diambil dari bahasa Arab rukun yang dalam bentuk 

jamak disebut „arkaan‟ yang berarti the strongest side of something. Dalam kepustakaan 

berbahasa Inggris, untuk pengertian rukun dipakai istilah “pillars”, components atau essential 

requirements. Disini dapat kita lihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan 

bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut.
47

 

Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa rukun merupakan hal yang sangat 

penting dalam terbentuknya suatu kerjasama. Di bawah ini akan kita bicarakan berbagai 

macam rukun mudharabah. Meskipun rumusannya berbeda tetapi pada dasarnya memiliki 

tujuan sama, hanya perbedaan terminologi saja.  

Dalam Fiqhus Sunnah disebutkan bahwa rukun mudharabah adalah: ijab (pernyataan 

penyerahan) dan qabul (pernyataan penerimaan), dan tidak disyaratkan lafadz tertentu dengan 

menunjukkan tujuan dan maknanya.
48

 

Rukun mudharabah menurut mazhab Hanafi yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul 

tersebut dinilai sah dengan beberapa lafazh atau ucapan yang menunjukkan kepada tujuan 

yang dikehendaki. Seperti Pemilik modal berkata kepada orang yang menerima modal: 

ambillah uang ini, dan daya gunakan lah dengan perniagaan atau terimalah uang ini untuk 

perniagaan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara kita bersama, separoh atau 

sepertiga. Kemudian penerima modal menjawab: aku terima, atau aku rela, atau aku 

menerima. Bila ia berkata: terimalah uang ini dengan separoh keuntungan, atau atas 

                                                             
45 Rukun adalah “Sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal 

(dakhily) dari sesuatu yang ditegakkannya”. (Lihat: Musthafa Ahmad al-Zarqa, “al-Fiqh al-Islami fii Tsaubihi 
al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqh al-„Aam, (Damaskus: Mathbaa Jamiah Dimasq, 1959), 300-304. 

46 Syarat adalah “Segala sesuatu yang dikaitkan padanya sesuatu yang lain, tidak ada padanya sesuatu 

yang lain, sedang ia bersifat eksternal (kharijy)”. (Lihat: Musthafa Ahmad al-Zarqa”,Op.Cit., 300-304. 
47 Gemala Dewi,  Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari’ah di Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2006), 12. 
48 Sayyid Sabiq, Op. Cit., 221. 



 

 

perjanjian memperoleh separoh keuntungan, dalam pada itu pihak kedua tidak menolak, 

maka perjanjian itu merupakan kerjasama perniagaan yang sah.
49

 

 Adapun menurut mazhab Maliki, rukun mudharabah terbagi menjadi lima yaitu:  

a. Modal.  

b. Pekerjaan.  

c. Keuntungan.  

d. Dua orang yang melakukan pekerjaan 

e. Shighat  (Ijab dan Qabul) 
50

 

Sedangkan menurut mazhab Hambali, rukun dari mudharabah yaitu: ijab dan qabul. 

Dan kerjasama mudharabah itu dianggap sah dengan memakai ucapan yang bisa 

menyampaikan kepada kerjasama perniagaan (mudharabah, qiradh atau mu’amalah) atau 

semisalnya. Oleh karena itu dianggap cukup dalam mudharabah ini suatu cara saling 

memberi dan menerima. Jadi kalau pelaku niaga telah menerima modal dan selanjutnya ia 

melakukan kerja dengan modal tadi dengan tanpa mengucapkan: aku telah menerima, maka 

cara demikian itu dianggap sah.
51

 

Mazhab Syafi‟i membagi rukun mudharabah menjadi enam macam yaitu:   

a. Pemilik modal.  

b. Modal yang diserahkan.  

c. Orang yang berniaga.  

d. Perniagaan yang dilakukan.  

e. Ijab 

f. Qabul
52

 

Secara garis besar rukun mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:  

a). Pelaku akad 

yaitu shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak 

bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, 

tetapi tidak memiliki modal.  

b). Obyek akad 

yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh) 

c). Shighah 

yaitu ijab dan qabul.
53
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b. Syarat Mudharabah.  

Syarat dalam literatur berasal dari kata SHART (singular)/ SHURUT (plural). Definisi 

syarat secara terminologi adalah: “a thing on which the existence other thing is based but it 

does not partake in the essence of such other thing although it is a complementary part of it”. 

Jadi syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan 

merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut.
54

 

Adapun syarat mudharabah yaitu:  

1). Modal dibayarkan dengan tunai. Karena itu tidak sah kerjasama perniagaan 

dengan modal hutang yang ada ditangan penerima modal.  

2). Modal itu diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan 

dibagikan sesuai dengan kesepakatan.  

3). Keuntungan antara pekerja dan pemilik  modal itu jelas presentasinya, seperti 

separoh, sepertiga, seperempat.  

4). Mudharabah bersifat mutlak. Maka tidak ada persyaratan si pelaksana (pekerja) 

untuk berdagang di negara tertentu atau dalam bentuk barang tertentu, atau 

diperdagangkan dalam bentuk barang tertentu.
55

 

Imam Taqiyudin juga menerangkan bahwa syarat mudharabah sebagai berikut:  

1). Harta baik berupa dinar ataupun dirham atau dollar atau rupiah.  

2). Orang yang mempunyai harta memberi kebebasan kepada yang menjalankan.  

3). Untung diterima bersama dan rugi ditanggung bersama. 

4). Orang yang diserahi harus mampu dan ahli berdagang.
56

  

Dari penjelasan-penjelasan yang diuraikan diatas dapat kita ketahui bahwa ketentuan 

mengenai rukun dan syarat pembiayaan dalam mudharabah adalah:   

1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus     cakap secara 

hukum 

  2) Pernyataan ijab dan kabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan 

kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memperhatikan: pertama, 
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54 Gemala Dewi, Op .Cit., 14. 
55 Sayyid Sabiq, Loc. Cit., 22. 
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penawaran dan penerimaan dilakukan secara eksplisit yang menunjukkan tujuan 

kontrak; kedua, penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan 

ketiga, akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern;   

3) Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada 

mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat: pertama, modal diketahui jumlah 

dan jenisnya; kedua, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika 

modal diberikan dalam bentuk aset, aset tersebut harus dinilai pada waktu akad; 

dan ketiga, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 

mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam 

akad;   

4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah uang yang didapat sebagai kelebihan dari 

modal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: pertama, keuntungan harus 

diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu 

pihak; kedua, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 

dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase 

(nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan 

kesepakatan; dan ketiga, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali 

apabila ia melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran 

kesepakatan 

5) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan 

modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan: pertama, 

kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana 

tetapi penyedia dana mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. kedua, 

penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa 

yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah yaitu keuntungan dan 

ketiga pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari‟ah Islam dalam tindakannya 

yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang 

berlaku dalam aktivitas itu.
57

 

Rukun dan syarat Mudharabah dari segi teori akad sebagai berikut: 
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1) shighat yaitu pernyataan yang berupa penawaran untuk melakukan ijab 

kabul. 

2) dua pihak yang berakad (shahib al-mal, investor) dan mudharib (pelaku 

usaha). 

3) objek akad. 

4) akibat hukum yakni tujuan utama kontrak dilakukan. 

Suatu akad mudharabah dipandang sah secara hukum apabila syarat-syarat masing-

masing rukun akad telah terpenuhi, yaitu : 

1. Terpenuhi syarat-syarat ijab-qabul diantaranya : 

a) ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak. 

b) antara ijab dan qabul harus muttashil (bersambung) dan dilakukan dalam satu 

majelis akad, yaitu suatu kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus 

perhatiannya untuk melakukan kontrak (tidak lagi dipahami secara harfiah, yaitu 

pertemuan secara fisik). 

2. Pelaku kontrak (aqid) disyaratkan harus mukallaf, yaitu dewasa, berakal sehat, dan 

cakap hukum baik untuk menanggung beban maupun untuk menunaikan kewajiban 

(ahliyyat al-wujub wa al-ada). 

3. Objek akad (ma’qud) harus memenuhi empat syarat: 

a) objek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan, 

kecuali akad yang mengandung unsur al-dzimmah (tanggung jawab) seperti akad 

jual-beli salam dan istishna. 

b) objek akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan 

objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan 

c)  objek akad harus dapat diserahterimakan (altaslim) 

d) objek akad harus jelas (tertentu dan/atau ditentukan) dan diketahui oleh pihak-

pihak yang berakad. 

4. Akibat hukum/tujuan utama akad (maudhu’al-aqd). Dalam kitab fikih dijelaskan 

bahwa yang menentukan akibat hukum kontrak adalah Allah dan Rasul saw. Akibat 

hukum suatu kontrak hanya diketahui melalui syariah dan harus sejalan dengan 

syariah. Oleh karena itu, semua bentuk kontrak yang tujuannya bertentangan dengan 

syariah, tidak sah dan karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Jual beli benda 



 

 

haram antara lain minuman keras tidak menyebabkan kepindahan kepemilikan 

minuman keras tersebut
58

. 

Simpanan berjangka hampir sama dengan tabungan. Menurut Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.  

1. Tabungan ada dua jenis: 

a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang 

berdasarkan perhitungan bunga. 

b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip 

mudharabah dan wadi’ah 

2. Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan mudharabah: 

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik 

dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. 

b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai 

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan 

piutang. 

d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan 

dalam akad pembukaan rekening. 

e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa 

persetujuan yang bersangkutan. 

3. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan wadi’ah: 

a. Bersifat simpanan 

b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan. 

c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang 

bersifat sukarela dari pihak bank
59

. 

  Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu: mudharabah muthlaqoh 

dan mudharabah muqayyadah. 
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1. Mudharabah Muthlaqoh 

Mudharabah muthlaqaoh adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan 

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, 

waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salaf ash Shahih seringkali 

dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal 

ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar
60

. 

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga 

terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 

Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang 

dihimpun.  

Adapun ketentuan Umum nya sebagai berikut:
61

 

a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata 

cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko 

yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai 

kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. 

b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan 

dan/atau sertifikat sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat 

penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib 

memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada 

deposan. 

c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan 

perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo 

dibawah minimum atau status dormant. 

d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu 

yang disepakati, mulai dari 3 bbulan, 6 bulan, 12 bulan sampai 24 bulan. 

Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama 

seperti deposito baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan 

otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. 

e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
62
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2. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah dimana bank/bmt diminta 

oleh nasabah untuk menyalurkan dana pada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas 

ini, pihak bmt dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan. Keuntungan yang 

diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai shahibul maal dan 

pelaksana proyek sebagai mudharib.
63

 

Adapun ketentuannya sebagai berikut: 

a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh BMT, 

wajib  membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan 

khusus. 

b. Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara 

pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang 

dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan 

maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. 

c. Sebagai tanda bukti simpanan BMT menerbitkan bukti simpanan khusus, bank 

wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya. 

d. Untuk deposito mudharabah, BMT wajib memberikan sertifikat atau tanda 

penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. 

 

 

3. Al-Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet 

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restriced invesment) 

dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi 

oleh bmt misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan 

digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.  

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung 

kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang 

mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat 

menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari 

kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. 
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Adapun ketentuannya sebagai berikut: 

a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank 

wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada 

porsi tersendiri dalam rekening administrasi. 

b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang 

diamanatkan oleh pemilik dana. 

c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara 

pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.
64

 

Adapun manfaat dan resiko mudharabah sebagai berikut: 

1). Manfaat al Mudharabah 

a. BMT akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntunganusaha 

nasabah meningkat. 

b. BMT tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan 

secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, 

sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.  

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas 

usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 

d. BMT akan lebih selektif dan hat-hati (prudent) 

 

2) Resiko yang terdapat dalam al mudharabah, di antaranya:  

a. Side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang 

disebut dalam kontrak. 

b. Lalai dan kesalahan yang disengaja. 

c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur
65

 

 

 4. Pendapat Ulama Tentang Mudharabah 

Ulama fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang mudharabah. Mazhab 

Hanafi memberikan definisi bahwa mudharabah merupakan akad perjanjian untuk bersama-

sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari 

pihak lain.
66
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Ulama mazhab Maliki menerangkan bahwa mudharabah atau qiradh menurut syara‟ 

ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk 

meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang 

sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada 

pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.
67

 

Menurut ulama mazhab Hambali mudharabah atau kerjasama perniagaan adalah 

suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya 

kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.
68

 

Ulama mazhab Syafi‟i menerangkan bahwa mudharabah ialah suatu perjanjian 

kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia 

melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan 

beberapa persyaratan yang ditentukan.
69

  

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal (shahibul mal) dengan 

pengelola usaha (mudharib) fasilitas pembiayaan bagi hasil mudharabah terbagi dua yaitu 

mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayadah.
70

 

Secara khusus tidak ada ulama yang membagi mudharabah ke dalam dua jenis 

mudharabah tersebut, tetapi para ulama telah memberikan pendapat mereka mengenai 

mudharabah melalui syarat-syarat yang mereka rumuskan.  Syarat mudharabah seperti yang 

dijelaskan dalam Fiqhus Sunnah yaitu:  

1) Modal dibayarkan dengan tunai. Karena itu tidak sah kerjasama perniagaan dengan 

modal hutang yang ada ditangan penerima modal.  

2) Modal itu diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan 

dibagikan sesuai dengan kesepakatan.  

3) Keuntungan antara pekerja dan pemilik  modal itu jelas presentasinya, seperti 

separoh, sepertiga, seperempat.  

4) Mudharabah bersifat mutlak. Maka tidak ada persyaratan pelaksana  untuk 

berdagang di negara tertentu atau dalam bentuk barang tertentu.
71

 

Mengenai modal dalam mudharabah para ulama mazhab sepakat bahwa modal itu 

berupa emas dan perak yang telah di cetak atau dengan mata uang yang berlaku menurut 

ketetapan hukum. Modal tersebut harus diserahkan kepada penerima modal dengan segera, 
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serta diketahui jumlahnya. Sedangkan bagian keuntungan yang akan diperoleh pihak pelaku 

usaha, para ulama madzhab juga sepakat bahwa keuntungannya harus ditentukan, seperti 

separoh atau sepertiga.   

Mengenai batas waktu dalam pelaksanaan qirad, Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa 

tidak boleh qirad  dengan ditentukan tempo yang tertentu yang tidak akan dibatalkan sebelum 

datangnya, atau apabila telah setelah sampai tempo, diakhiri hak menjual dan pembeli, 

Sedangkan Abu Hanifah membolehkan. 

Fuqaha serta berselisih pendapat dalam hal, apabila pemilik modal mensyaratkan 

perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang yang berkerja, seperti: penentuan jenis barang 

tertentu, jenis jual beli tertentu, tempat-tempat berdagang tertentu, atau golongan tertentu 

yang boleh dilayani dalam perdagangan. Dalam kitabnya Imam Syafi'i menjelaskan tidak 

boleh bahwa saya (Imam Syafi'i) melakukan qirad dengan anda pada sesuatu, dengan 

taksiran, yang tidak saya ketahui.
72

 

Hanabilah menganggap bahwa persyaratan dimana pemilik modal melarang para 

pelaku niaga yaitu membatasinya dalam pendayagunaan modal, seperti ia mensyaratkan 

hendaknya pelaku niaga tidak melakukan jual beli kecuali dengan barang dagang tertentu, 

atau tidak membeli komoditi kecuali dari sifulan saja merupakan persyaratan yang batal yang 

tidak boleh dilaksanakan.
73

 

Maliki juga menjelaskan bahwa pelaku niaga tidak dibatasi dalam melakukan 

pekerjaannya, seperti dikatakan: janganlah engkau berdagang kecuali di musim kemarau saja, 

atau pada musim kapas, atau pada musim gandum, atau yang semisalnya yang menentukan 

masa. Kalau yang terjadi demikian, maka perjanjian kerjasamanya batal.
74

 

Abu Saud seorang penulis kontemporer perbankan Islam mengatakan: mudharib 

harus mutlak diberi kebebasan untuk mengelola modal yang diberikan kepadanya dan 

menetapkan jenis usaha yang menurutnya dapat mendatangkan keuntungan maksimal. 

Adanya pembatasan terhadap kebebasan dalam menentukan usahanya akan merusak 

keabsahan kontrak.
75
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Muhammad menerangkan bahwa sebagai sebuah kerjasama yang mempertemukan 

dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama mudharabah ini 

memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuanketentuan yang meliputi aturan dan 

wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak akan menjadi patokan hukum 

berjalannya kegiatan mudharabah tersebut. Hal-hal yang harus disepakati tersebut antara lain: 

1. Manajemen 

Ketika mudharib telah siap dan menyediakan tenaga untuk kerjasama mudharabah 

maka saat itulah ia mulai mengelola modal shahibul mal. Pengelolaan usaha tersebut 

membutuhkan kreatifitas dan ketrampilan tertentu yang kadang-kadang hanya ia sendiri yang 

mengetahuinya . Oleh karena itu di dalam kaitannya dengan managemen, kebebasan 

mudharib dalam merencanakan, merancang, mengatur dan mengelola usaha merupakan 

faktor yang menentukan.  

Menurut mazhab Hanafi mudharabah itu mempunyai dua macam yaitu : mudharabah 

muthlaqah (absolut, tidak terikat) dan mudharabah muqayadah (terikat).  Dalam mudharabah 

mutlaqah, mudharib mendapatkan kebebasan untuk menset-up mudharabah sebagaimana 

yang ia inginkan. Mudharib bisa membawa pergi modalnya, memberikan modalnya ke pihak 

ketiga. Mudharib juga bisa mencampur mudharabah dengan modalnya sendiri. Dia bisa 

menggunakan modal tersebut untuk membeli semua barang kepada siapapun atau kapanpun. 

Dia juga bisa menjual barang-barang itu secara tunai atau kredit. Dia bebas menyewa orang 

atau barang dengan modal itu. 

Interfensi shahibul mal dalam mudharabah ini tidak ada. Sebaliknya dalam 

mudharabah muqayadah semua keputusan yang mengatur praktek mudharabah ditentukan 

oleh shahibul maal. Mudharib tidak bebas mewujudkan keinginannya tetapi ia harus terbatasi 

oleh aturan-aturan yang tetapkan oleh shahibul mal dalam sebuah kontrak.  

Sementara menurut Imam Malik dan Syafi'i, jika shahibul mal mengatur mudharib 

untuk membelikan barang tertentu dan kepada seseorang tertentu, maka mudharabah itu 

menjadi batal. Karena hal itu dikhawatirkan upaya pemerolehan keuntungan yang maksimal 

tidak terpenuhi.   

2. Tenggang waktu  

Satu hal yang harus mendapatkan kesepakatan antara shahibul mal dan mudharib 

adalah lamanya waktu usaha. Ini penting karena tidak semua modal yang diberikan kepada 

mudharib itu dana mati yang tidak di butuhkan oleh pemiliknya. Disamping itu penentuan 

waktu adalah sebuah cara memacu mudharib itu bertindak lebih efektif dan terencana. 

Namun disisi lain penentuan waktu itu membuat mudharib menjadi tertekan dan tidak bebas 



 

 

menjalankan usaha mudharabah. Apalagi kerja ekonomi bersifat spekulatif tidak semua 

berjalan lancar.  

3. Jaminan (dliman)         

Suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan kesepakatan bersama 

adalah adanya aturan tentang jaminan atau tanggungan. Tanggungan ini menjadi penting 

ketika shahib al-maal khawatir akan munculnya penyelewengan dari mudharib. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan adanya tanggungan. Alasannya 

mudharabah merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak menanggung modal dan 

pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian 

semua pihak merasakan kerugian tersebut. Oleh karenanya jaminan harus ditiadakan 

Namun jaminan menjadi perlu ketika modal yang rusak melampaui batas. Tetapi 

bagaimana batasan sesuatu dianggap melampaui batas, para ulama pun berbeda pendapat. 

Menurut Imam Malik dan Syafi'i, jika shahib al-mal bersikeras terhadap adanya jaminan dari 

shahib al-mal dan menetapkannya sebagai bagian dari kontrak, maka kontrak menjadi tidak 

sah.
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Beberapa syarat pokok mudharabah menurut Usmani antara lain sebagai berikut:  

a) Usaha mudharabah 

Shahibul mal boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh mudharib, dan 

mudharib harus menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja. Mudharabah seperti 

ini disebut mudharabah muqayyadah (mudharabah terikat). Akan tetapi, apabila shahibul 

mal memberikan kebebasan kepada mudharib untuk melakukan usaha apa saja yang dimaui 

oleh mudharib, maka kepada mudharib harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal 

ke dalam usaha yang dirasa cocok. Mudharabah seperti ini disebut mudharabah mutlaqah 

(mudharabah tidak terikat)    

b) Pembagian keuntungan 

Untuk validitas mudharabah diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal 

kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. 

Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh syariah, melainkan diberi kebebasan bagi 

mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan proporsi 

yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang berbeda untuk 

mudharib dan shahibul mal. Namun demikian mereka tidak boleh mengalokasikan 
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keuntungan secara lumsum untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan 

keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal.   

c) Penghentian mudharabah 

Kontrak mudharabah dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat 

memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat 

usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai 

kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair/ tunai, kepada mudharib harus 

diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan 

dihitung.
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C. Simpanan Berjangka di BMT itQan 

1. Pengertian simpanan berjangka 

Simpanan berjangka merupakan bentuk tabungan atau simpanan yang diiberikan 

kepada nasabah untuk jangka waktu yang telah disepakati dan dana tidak bisa diambil sampai 

batas waktu yang telah disepakati. Simpanan berjangka diperlakukan sebagai investasi yakni 

dana tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip 

bagi hasil sesuai dengan masa simpananya. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud dengan deposito berjangka 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 

perjanjian antara penyimpan  dengan bank yang bersangkutan.
78

  

Jangka waktu penarikan dapat bervariasi dari bulanan hingga tahunan., tergantung 

dari jangka waktu yang ditawarkan pihak perbankan.  Deposito menurut Undang-undang 

perbankan syari‟ah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah  

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari‟ah yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan berdasarkan akad antara nasabah 

penyimpan dengan bank syari‟ah atau dengan unit usaha syari‟ah.
79

 

Deposito berjangka sebagai kontrak perjanjian penyimpanan dana masyarakat kepada 

lembaga keuangan syari‟ah dalam jangka waktu tertentu sehingga nasabah atau anggota pada 

hakikatnya tidak dapat mencairkan simpanannya tersebut sebelum jatuh tempo. Oleh karena 

                                                             
77 Ascarya, Op. Cit., 63-64. 
78 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 

351. 
79  Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah, Pasal 01, ayat (22). 



 

 

itu, pada kondisi moneter tertentu, lembaga keuangan syari‟ah dapat menolak permohonan 

nasabah atau anggota untuk menarik simpanan deposito sebelum jatuh tempo.  

Adapun yang dimaksud dengan deposito syari‟ah adalah deposito yang dijalankan 

dengan prinsip syari‟ah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan 

Fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan 

prinsip mudharabah.
80

  

Deposito mudharabah yang juga disebut deposito investasi mudharabah, merupakan 

investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan 

mendapatkan imbalan bagi hasil.
81

 Imbalan yang dimaksud disini merupakan bentuk berbagi 

pendapatan atas penggunaan dana deposito tersebut secara syariat melalui porsi bagi hasil, 

misalnya 60%:40%, artinya dari keuntungan yang deperoleh oleh pengelola uang tersebut 

akan dibagi untuk shahibul mal (deposan) 60% dan untuk mudharib (BMT) sebesar 40%.    

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syari‟ah  dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara BMT dan nasabah 

investor.
82

 

2. Dasar hukum simpanan berjangka 

Landasan syariah tentang simpanan tercantum dalam firman Allah SWT 

ن   نَ تََِارةًَ عَن  تَكُو   اَن   بَاطِلِ اِلَه  بِِل   نَكُم  بَ ي    وَالَ كُم  ا امَ  كُلُو   ا لََ تَ  مَنُ و  نَ اى  ايَ ُّهَا الهذِي  يى   كُم  تَ راَضٍ مِّ    

    فُسَكُم  ا انَ  تُ لُو   وَلََ تَ ق   

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”(Q.S An-Nisa: 29) 

Penjelasan dari ayat tersebut dalam Tafsir al-Azhar yaitu, kepada orang yang beriman 

itu dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta benda, yang didalam ayat 

disebut “harta-harta kamu” baik yang ditangan sendiri maupun ditangan orang lain dengan 

cara yang bathil. 

Arti bathil ialah jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. “kecuali 

bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha diantara kamu”, maksudnya yaitu dengan jalan 
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niaga beredarlah harta kamu, pindah dari satu tangan kepada tangan yang lain dalam garis 

yang teratur. Pokok utamanya adalah ridha, suka sama suka dengan garis yang halal.
83

 

Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283: 

تُمْ عَلَىى  سَفَرٍ وَلََْ تََِدُوا كَاتبًِا فَرىَِانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِّ الهذِي اؤْتُُِنَ أمََانَ تَوُ  وَإِنْ كُن ْ

 ٌۙ ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِيم هَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنهوُ آثٌِِ قَ لْبوُُ ۗ وَاللَّه  وَلْيَ تهقِ اللَّهَ ربَهوُ ۗ وَلََ  تَكْتُمُوا الشه

 “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu 

tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang 

(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan 

persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah 

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

Simpanan Berjangka (deposito) sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga 

mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip 

Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa 

Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI 

dimaksud menyebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan 

penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.
84

  

وَالْمَسَاكِيُ فَارْزقُُوىُمْ مِنْوُ وَقُولُوا لََمُْ قَ وْلًَ مَعْرُوفاً وَالْيَ تَامَىى  وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُو الْقُرْبَى   

“Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S.An-Nisa: 9) 

 “Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan 

anggur yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala 

macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai 

keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)”. (Q.S. Al-Baqarah: 266). 
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Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa 

depan keturunan, baik secara rohani (iman/taqwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan 

langkah-langkah perencanaanya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung 

مَتْ لِغَدٍ ۖيََ أيَ ُّهَا الهذِي إِنه اللَّهَ خَبِيٌْ بِاَ تَ عْمَلُونَ  وَات هقُوا اللَّهَ ۚ نَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَده  

 “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu 

kerjakan.”(Q.S. Al-Hasyr: 18) 

b. Al Hadits 

Dalam hadits Nabi banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi memuji sikap 

hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang 

dikatakan beliau: “Sikap yang baik, penuh kasih sayang dan berlaku hemat adalah sebagian 

dari dua puluh empat bagian kenabian.”(H.R.Tarmizy) 

Dalam hadist lain Nabi berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang 

diperlukan untuk menjaga kehidupan. Sabda Nabi: “Berlaku hemat adalah setengah dari 

penghidupan.”(H.R.Baihaqi) 

Hadist lain menunjukkan bahwa berlaku hemat merupakan cermin dari tingkat 

pendidikan seseorang, seperti yang dikatakan oleh Nabi: “Termasuk dari kefaqihan seseorang 

adalah berhematnya dalam penghidupan.”(H.R.Ahmad) 

Nabi bahkan mengajarkan sikap hemat ini sebagai kiat untuk mengantisipasi 

kekurangan yang dialami oleh seseorang pada suatu waktu. Sabda beliau: “Tidak akan 

kekurangan orang yang berlaku hemat”.(H.R Ahmad) 

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan 

bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dengan kikir dan bakhil. Hemat berarti membeli 

untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak berlebihan. Ia tidak akan membeli atau 

mengeluarkan uang kepada hal-hal yang tidak perlu.  

Sedangkan kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari belanja sehingga 

untuk keperluan sendiri yang pokok sedapat mungkin ia hindari. Apa lagi memberikan pada 

orang lain. Dengan kata lain ia berusaha agar uang yang dimilikinya tidak dikeluarkan-Nya, 



 

 

tetapi berupaya agar orang lain memberikan uang kepadanya. Ia akan terus menyimpan dan 

menumpuknya.
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d. Ijma  

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan harta kepada anak yatim sebagai 

mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang 

sebagai ijma (Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu) 

e. Qiyas. 

Transaksi mudharabah yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak 

(shahibul maal) kepada pihak lain (amil, mudharib) untuk diperniagaan (diproduktifkan) dan 

keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, diqiyas-kan kepada transaksi 

musaqah. 

f. Kaidah fiqh 

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang 

mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya 

sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia memiliki 

kemampuan dalam memproduktifkannya, oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama 

diantara kedua pihak tersebut. 

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan 

yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah adalah 

transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana 

(mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian 

hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
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Selain dalam firman Allah SWT dan perundang-undangan, Majlis Ulama Indonesia 

(MUI) juga memberikan fatwa terhadap praktik deposito yang di perbolehkan, yaitu dalam 

Fatwa DSN nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 yang diputuskan pada tanggal 1 April 2000 / 26 

Dzulhijah 1420 H, bahwa deposito ada dua jenis: 1). Deposito yang tidak dibenarkan secara 

syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. 2). Deposito yang dibenarkan, 

yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.
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2. Bagi hasil dalam simpanan berjangka 
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 Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit 

sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.
88

 Adapun menurut Muhammad 

dalam Ridwan, secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada 

para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian 

laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang 

meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.
89

  

Pembagian usaha ini dapat terjadi antara BMT dengan penyimpan dana, maupun 

antara BMT dengan anggota penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini 

adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan 

sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, 

sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. 

Disisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai 

shahibul maal (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun 

dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam 

akan berfungsi sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar 

dan mengelola dana bank.
90

  

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional 

bank Islam secara keseluruhan, dimana bank Islam berdasarkan kaidah mudharabah dengan 

menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana.
91

 

BMT itQan dalam melaksanakan kontrak mudharabah membuat kesepakatan dengan 

anggota (mudharib) mengenai tingkat perbandingan keuntungan (profit-ratio) yang 

ditentukan dalam kontrak.
92

 

Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 

kesepakatan dari anggota (mudharib), prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon 

pasar, kemampuan memasarkan barang dan juga masa berlakunya kontrak. 

Jika kontrak mudaharabah tidak menghasilkan keuntungan, maka mudharib selaku 

pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi 

kerugian, bmt menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa mudharib tidak 

menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana mudharabah berdasarkan atas 
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persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan investor. Namun jika terbukti akibat 

kecerobohan dari pihak mudharib, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut.
93

 

Setiap terjadi kekeliruan dari persyaratan kontrak akan membutat mudharib 

bertanggungjawab untuk menanggung kerugian yang dialaminya. Pihak menentukan masa 

berlakunya kontrak, juga meminta jaminan (garansi) untuk memastikan pengembalian modal 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, walaupun pihak bmt tidak mengungkapkannya 

secara eksplisit. 

Di BMT itQan, pembagian hasil ini dikenal dengan nama nisbah. Nisbah merupakan 

proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum 

akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. 

Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni anggota selalu pada posisi pasif dan 

dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak BMT. Disisi lain 

nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil BMT itQan. Sebab 

aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi.
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Jadi, nisbah adalah sebagai pembagian keuntungan yang terbagi dalam bentuk 

prosentase antara pemilik modal dan pengelola modal. Kesepakatan tentang nisbah ini 

selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari nasabah atau anggota, manajemen 

BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut 

Perbedaan bunga dan bagi hasil dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Islam dengan jelas 

mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang 

sering dipraktekkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur 

riba atau bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan 

sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam 

 “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 

orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa 

jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang 

telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang 

siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-

Baqarah: 275) 
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Kedua sistem tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi memiliki 

perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini 

Tabel perbedaan bunga dan bagi hasil 

 Bunga Bagi hasil 

 Penentuan 

keuntungan 

Pada waktu perjanjian dengan 

asumsi harus selalu untung 

Pada waktu akad dengan 

pedoman kemungkinan untung 

rugi 

Besarnya 

prosentase 

Berdasarkan jumlah uang 

(modal) yang dipinjamkan 

Berdasarkan jumlah keuntungan 

yang diperoleh 

Pembayaran Seperti yang dijanjikan tanpa 

pertimbangan untung rug 

Bergantung pada keuntungan 

proyek bila rugi ditanggung 

bersama 

Jumlah 

pembayaran 

Tetap, tidak meningkat walau 

keuntungan berlipat 

Sesuai dengan peningkatan 

jumlah pendapatan 

Eeksistensi Diragukan oleh semua agama Tidak ada yang meragukan 

keabsahannya 

 

Dengan melihat perbedaan diatas, maka melakukan transaksi di lembaga keuangan 

syari‟ah (BMT itQan) adalah merupakan bentuk dari investasi. Karena dalam investasi 

terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian). Sedangkan dalam 

pembungaan uang adalah aktivitas yang kurang mengandung resiko karena adanya prosentase 

suku bunga yang perolehan kembalinya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung 

pada besarnya modal. 

Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan return on investment dan bersaing 

dengan lembaga perbankan konvensional, perbankan syariah harus lebih cepat dalam 

menemukan peluang pasar sehingga dapat lebih memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat. 

Menabung atau menyimpan uang merupakan bagian dari mempersiapkan perencanaan 

masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara 

teknis, cara menabung yaitu menyisihkan harta yang dimiliki saat ini untuk memenuhi 

kebutuhan masa depan. Para pakar keuangan sering kali mengatakan bahwa car terbijak 

untuk menabung yaitu mengambil dimuka sebesar 10%-20% dari pendapatan. Berarti uang 



 

 

yang disimpan bukanlah sisa dari konsumsi, melainkan alokasi terencana dimuka karena 

diambilkan sebelum pemenuhan kebutuhan konsumsi.
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Menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah 

simpanan yang berdasarkan akad wadi‟ah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan 

menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, 

bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Pada era sekarang sudah ada produk tabungan yang secara karakteristik merupakan 

gabungan antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan berencana dimana 

karakteristiknya adalah jumlah minimal tertentu yang hamper sama dengan tabungan biasa, 

namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara rutin melalui tabungan tersebut sesuai 

dengan kemampuan membayarnya, serta tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. 

Untuk bagi hasil dari tabungan berencana ini biasanya akan lebih besar daripada tabungan 

biasa namun lebih kecil daripada deposito. 

Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan untuk 

mengatur uangnya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga mereka mengambil 

tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga. Atau 

dapat pula sebagai tabungan perencana pendidikan untuk buah hatinya, biasanya pada 

tabungan berencana ini dilekatkan pula asuransi jiwa didalamnya
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3. Produk simpanan di BMT itQan 

Produk Simpanan di BMT iQan dibagi dua,yakni  simpanan saham dan simpanan non 

saham.  

A. Simpanan saham 

1. Simpanan pokok 

Kode  : S-15 

Bagi hasil : Deviden atau SHU 

Karakteristik : 

a. Besar setoran Rp. 100.000 

b. Dibayarkan setelah mendapat persetujuan menjadi anggota koperasi 

dari BM/pejabat BMT itQan yang berwenang. 
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c. Diakui sebagai model oleh BMT dan tidak bisa ditarik setelah keluar 

keanggotaan 

2. Simpanan wajib 

Kode  : S-13 

Bagi hasil : Deviden atau SHU 

Karakteristik : 

Bagi pembiayaan kelompok 

a. Besarnya simpanan Rp 5.000/ minggu, untuk pembiayaan 

Rp. 100.000 s/d 3.000.000 

b. Besarnya simpanan Rp 10.000/ minggu, untuk pembiayaan 

Rp. 3.100.000 s/d 6.000.000 

c. Besarnya simpanan Rp 15.000/ minggu, untuk pembiayaan 

Rp. 6.100.000 s/d 10.000.000 

d. Disetor setiap minggu (merupakan komponen angsuran) 

e. Diakui sebagai modal oleh BMT itQan 

f. Dapat ditarik pada saat keluar keanggotaan dari BMT 

Bagi pembiayaan umum 

a. Simpanan wajib Rp. 20.000/ bulan dan dapat disetor setahun 

Rp.240.000- sekali 

b. Simpanan wajib tidak dapat ditarik selama yang bersangkutan 

masih menjadi anggota, termasuk untuk membiayai iuran pokok 

ta‟awun. 

3. Simpanan investasi 

Kode  : S- 12 

Bagi hasil : Setara 12 % per tahun (dibukukan setiap akhir bulan) 

Karakteristik : 

a. Setoran minimal Rp. 10.000 

b. Setoran 7% dari pencairan pembiayaan bagi anggota PSPMK 

c. Membayar dana ta‟awun simpanan sebesar Rp. 2.000, setiap bulan 

 

B. Simpanan non saham 

1. Simpanan sukarela khusus 

Kode  : S-16 

Bagi hasil : tidak ada bagi hasil 



 

 

Karakteristik : 

a. Simpanan khusus pelajar 

b. Setoran awal Rp 5.000 

c. Setoran minimal Rp. 1.000 

d. Bebas biaya administrasi 

 

 

2. Simpanan sukarela 

Kode  : S-10 

Bagi hasil : setara 4% 

Karakteristik : 

a. Setoran awal Rp. 25.000 

b. Saldo minimal Rp. 25.000 

c. Setoran minimal Rp. 5.000 

3. Simpanan sukarela spesial 

Kode  : S-17 

Bagi hasil : setara 6 % 

Karakteristik : 

a. Setoran awal Rp 1.000.000 

b. Saldo minimal Rp. 1000.000 

c. Pinalti dibawah saldo minimal Rp. 5.000 

d. Bagi hasil diperhitungkan jika saldo telah mencapai Rp. 

5.000.000 dan telah mengendap satu bulan 

4. Simpanan terencana 

Kode  : S-19 

Bagi hasil : Setara 9% 

Karakteristik : 

a. Simpanan minimal Rp 1.000.000 

b. Pembukaan rekening kapan saja selama jam buka kas 

c. Setoran rutin setiap bulan selama masa kontrak simpanan 

d. Bebas biaya asuransi 

e. Jika anggota meninggal dunia sebelum habis masa kontrak, 

setoran berikutnya dilanjutkan ileh BMT itQan  (maksimal 

Rp.50.000.000) 



 

 

5. Simpanan berjangka 

Kode  : D- 

Bagi hasil :Tergantung jangka waktu 

Karakteristik : 

a. Simpanan minimal Rp 1.000.000 

b. Disetor kapan saja selama jam buka kas 

c. Jangka waktu mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 

bulan 

d. Bagi hasil tergantung jangka waktu (setara dengan 0,8 % s/d 

1,1 % per bulan) 

e. Dapat diwariskan 

 

Nisbah Simpanan Berjangka (SiJaka) untuk nasabah : 

Jangka Waktu Nisbah Eq.Rate/per tahun 

3 14% 7% 

6 16% 8% 

12 19% 10% 

24 20% 12% 

 

Simpanan berjangka ini menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah bentuk 

return dari kontrak investasi yakni yang termasuk ke dalam natural uncertainlty contract, 

sistem ini adalah suatu sistem yang melibati tata cara pembagian hasil usaha antara 

penyediaan dan dengan pengelola dana.
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Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional 

bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip berdasarkan pada kaidah al-

mudharabah. Bank syari‟ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian 

juga dengan pengusaha yang meminjam dana. 
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Dengan penabung, BMT akan bertindak sebagai mudharib (pengelola) sementara 

penabung sebagai penyandang dana (shahibul maal). Antara keduanya diadakan akad 

mudharabah yang menyatakan pembagian keuntugan masing-masing pihak.
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Kontrak mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. 

Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan 

ada yang tidak langsung.
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1)  Faktor Langsung  

Di antara faktor-faktor langsung (direct factotrs) yang mempengaruhi perhitungan 

bagi hasil adalah invesment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit 

sharing ratio).  

a. Invesment rate merupakan presentase aktual dana yang di investasikan dari total 

dana. Jika BMT menentukan invesment rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 

persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.  

b.  Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan jumlah dana dari 

berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan. Dana tersebut dapat 

dihitung dengan menggunakan salah satu metode: Rata-rata saldo minimum 

bulanan atau rata-rata total saldo harian. 

c. Nisbah (profit sharing ratio)  

a). Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan di 

setujui pada awal perjanjian.  

b). Nisbah antara satu bmt dengan bmt lainnya dapat berbeda.  

c). Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bmt, misalnya 

deposito 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.  

d). Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya 

sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. 

2) Faktor tidak langsung  

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:  

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.  

b. BMT dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya.  

c. Pendapatan “di bagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi 

biaya-biaya.  
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d. Jika semua biaya ditanggung bmt, maka hal ini disebut revenue sharing.  

e. Kebijakan akunting. 

 

 


